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ABSTRACT 
 
Amendment Act Traffic and Road Transportation can be a momentum for the Traffic 
Police for further streamline further the accident rate, but that with greater penalties for 
violation of traffic is expected to reduce the level of traffic violations. The problem in this 
research is how the effectiveness of the implementation of Law No. 22 Year 2009 regarding 
Traffic and Road Transportation in reducing traffic accidents. The method used in this thesis 
research is juridical no¬rmatif and empirical juridical approach. The effectiveness of the 
implementation of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation in 
reducing traffic accidents was already effective, where the accident rate after it is passed and 
the enactment of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation has 
decreased, so also with the level of evidence of the offense (Tilang). Factors that hamper the 
implementation of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation in 
reducing traffic accidents, among others, include: lack of personnel; facilities and 
infrastructure; Low professional level members; operational funds; and low public 
awareness. The causes of road accidents by drivers of public transport can arise due to 
external factors and internal. External factors such as lack of knowing the terrain and signs 
and traffic regulations, while the internal factors include a driver's ability is lacking, be it 
due to fatigue, drowsiness and can also be due to the driver's knowledge and skills that are 
less good. 
Keywords : Effectiveness , Accidents , Traffic 
 
I. PENDAHULUAN 
Jalan raya merupakan suatu sarana 
perhubungan darat dalam bentuk apapun, 
meliputi bagian jalan termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas. Sebagaimana 
disebutkan di dalam penjelasan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang telah 
menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
(selanjutnya disingkat dengan Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(UU LLAJ)), bahwa untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional sebagai pengamalan 
Pancasila, transportasi memiliki posisi yang 
penting dan strategis dalam pembangunan 
bangsa yang berwawasan lingkungan dan 
hal ini harus tercermin pada kebutuhan 
mobilitas seluruh sektor dan wilayah. 
Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu 
Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan 
melalui partisipasi para pemangku 
kepentingan, pemberdayaan masyarakat, 
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penegakan hukum, dan kemitraan global. 
Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dan 
pencurian kendaraan dimaksud, dilakukan 
dengan pola penahapan, yaitu program 
jangka pendek, jangka menengah, dan 
jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun 
program pencegahan kecelakaan dilakukan 
oleh Polisi Satuan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan.1 
 Pelanggaran lalu lintas dapat 
diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, 
baik karena kurangnya kesadaran hukum 
para pengguna jalan, maupun standar 
kelengkapan dari kendaraan itu sendiri. 
Meningkatnya pelanggaran lalu lintas 
merupakan suatu masalah, seringkali 
terjadinya suatu tindak pelanggaran lalu 
lintas di jalan raya disebabkan kurangnya 
kesadaran hukum dari para pengguna jalan 
raya untuk mematuhi segala peraturan 
ataupun undang-undang yang berlaku. 
 Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, maka polisi lalu lintas sebagai salah 
satu unsur aparat penegak hukum, di dalam 
menjalankan tugasnya memerlukan landasan 
yang berupa peraturan perundang-undangan 
agar tidak simpang siur dalam pelaksanaan 
tugasnya dan dapat mengambil tindakan 
yang tegas terhadap setiap pemakai jalan 
yang melakukan pelanggaran sebagai 
perwujudan dari negara Indonesia sebagai 
negara hukum, seperti apa yang tercantum 
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 
1945 yang menyatakan : “Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechtaat), bukan berdasarkan atas 
kekuasaan belaka (machtaats).2 
 Berdasarkan latar belakang tersebut 
di atas maka permasalahan yang akan 
dikemukakan adalah : 
                                                 
1
 Gerson W. Bawengan, Hukum Pidana di dalam Teori 
dan Praktek, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 70. 
2
 Ninik Widiyanti, Perkembangan Kejahatan dan 
Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial, PT. 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1978,  hlm 201. 
a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dalam menekan tingkat kecelakaan lalu 
lintas? 
b. Apakah faktor-faktor yang menghambat 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam menekan tingkat 
kecelakaan lalu lintas? 
c. Apa sajakah faktor-faktor penyebab 
terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota 
Bandar Lampung? 
II. METODE PENELITIAN 
Dalam membahas permasalahan 
yang terdapat dalam penelitian ini 
melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan 
yuridis normatif dan pendekatan yuridis 
empiris. Pengumpulan data sekunder 
dilakukan dengan cara mengadakan studi 
kepustakaan (Library Research). Data 
primer adalah data yang diperoleh langsung 
di lapangan melalui wawancara dengan para 
responden yang berwenang dan merupakan 
sumber utama dalam penelitian ini. Setelah 
data terkumpul, baik dari hasil studi 
kepustakaan maupun studi lapangan, 
kemudian data tersebut diolah melalui 
beberapa tahap, yaitu evaluasi, klasifikasi 
data dan sistematika data. Sebagai tindak 
lanjut dari pengolahan data, dilanjutkan 
dengan analisa data. Analisa data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara analisis 
kualitatif, yakni suatu analisis yang berasal 
dari hasil penelitian yang merupakan 
rangkaian data yang tersusun secara 
sistimatis dan dianalisis dengan cara pikir 
yang deskriptif induktif, selanjutnya data 
tersebut diuraikan secara kalimat per kalimat 
sehingga merupakan gambaran secara umum 
dari jawaban permasalahan berdasarkan 
hasil penelitian. 
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III. PEMBAHASAN 
a. Efektivitas Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam 
Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu 
Lintas  
Efektivitas merupakan setiap hasil 
yang diperoleh dengan sehemat mungkin 
dan dapat menghemat bahan dengan daya 
guna, yang berarti tepat, cepat dan hemat 
yang pada akhirnya akan tercipta suatu 
keberhasilan sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan. Efektivitas pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengandung 
arti bahwa tingkat keberhasilan Undang-
Undang tersebut dalam mengefektifkan 
program pemerintah dalam menekan dan 
meminimalkan berbagai peristiwa yang 
merugikan di jalan raya dibandingkan 
dengan peraturan perundang-undangan 
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1992. 
 Berdasarkan data jumlah kecelakaan 
lalu lintas pada Kepolisian Kota Besar 
Bandar Lampung, yang selanjutnya 
disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu 
sebagai berikut : 
Tabel 1. 
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Sebelum 
Ditetapkannya Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
Tahun 2009 Jumlah Kecelakaan 
Januari 47 
Februari 52 
Maret  47 
April 37 
Mei 48 
Jumlah 231 
Rata-rata 46,20 
 
 
 
Tabel 2. 
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Setelah 
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Hingga Februari 2010 
 
Tahun 2009-2010 Jumlah Kecelakaan 
Juli 44 
Agustus 42 
September 27 
Oktober 25 
Nopember 30 
Desember 38 
Januari  40 
Februari 39 
Jumlah 285 
Rata-rata 35,63 
Sumber : Poltabes Bandar Lampung, 2010. 
 Berdasarkan kedua tabel di atas, 
terlihat bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas 
sebelum ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan dengan rata-rata per 
bulan sebesar 46,20 kecelakaan, sedangkan 
setelah ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan rata-rata kecelakaan lalu 
lintas sebesar 35,63 per bulan. Dengan 
demikian, setelah diundangkan dan 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan ternyata rata-rata tingkat 
kecelakaan di Kota Bandar Lampung 
perbulannya cenderung menurun 
dibandingkan dengan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992. 
 Selain kecelakaan lalu lintas untuk 
mengetahui efektifnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009, maka jumlah tingkat 
pelanggaran lalu lintas dengan Bukti 
Pelanggaran (Tilang) yang telah diputus di 
Pengadilan Negeri yang eksekusinya 
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar 
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Lampung merupakan sisi lain untuk 
mengetahui efektif tidaknya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 
dibandingkan dengan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1992. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam menekan tingkat 
kecelakaan lalu lintas ternyata sudah 
berjalan efektif, dimana tingkat kecelakaan 
setelah disahkan dan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan mengalami 
penurunan, begitu juga dengan tingkat bukti 
pelanggaran (Tilang) 
b. Faktor-Faktor yang Menghambat 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat 
Kecelakaan Lalu Lintas. 
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam menekan tingkat 
kecelakaan lalu lintas tentu saja mengalami 
sejumlah hambatan, antara  lain : 
1) Kurangnya Personil, Sarana dan 
Prasarana 
2) Aparat Penegak Hukum 
3) Dana Operasional 
4) Rendahnya Sumber Daya dan Kesadaran 
Masyarakat 
5) Jalan raya yang tidak memadai 
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam menekan tingkat 
kecelakaan lalu lintas menemui berbagai 
hambatan, antara lain meliputi kurangnya 
personil, sarana dan prasarana, tingkat 
profesional anggota yang rendah, dana 
operasional serta rendahnya kesadaran 
masyarakat. Dari keempat faktor tersebut 
kurangnya personil dan rendahnya kesadaran 
masyarakat merupakan faktor yang paling 
dominan, hal ini dapat terlihat yaitu 
rendahnya proporsi personil Kepolisian 
apabila dibandingkan dengan jumlah 
pengguna jalan yang setiap tahunnya 
bertambah banyak, dengan demikian akan 
dapat mempersulit kinerja Polantas apalagi 
ditambah dengan rendahnya tingkat 
kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, 
khususnya untuk melengkapi kelengkapan 
keselamatan dalam berkendaraan, baik helm, 
maupun sabuk pengaman. 
c. Faktor-Faktor Penyebab 
Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di 
Kota Bandar Lampung 
 Faktor penyebab terjadinya 
kecelakaan di jalan raya oleh pengemudi, 
yaitu : 
1. Tidak Begitu Berhati-hati 
Untuk mengetahui apakah seseorang 
tersebut tidak begitu berhati-hati dapat 
dilihat dari : 
a) Faktor eksternal, yaitu tidak 
mempersiapkan kendaraan dan 
peralatannya dalam kondisi yang prima. 
b) Faktor internal, yaitu penguasaan serta 
keterampilan pengendara kurang begitu 
baik atau juga kondisi fisik pengemudi 
kurang prima, misalnya sedang terkena 
flu. Walaupun demikian, pengemudi 
tersebut selalu berusaha untuk : 
1) Mematuhi rambu dan peraturan lalu-
lintas. 
2) Menjaga serta mempertahankan 
kecepatan kendaraan agar selalu berada 
di bawah kecepatan maksimum, agar 
tetap dapat mengontrol dan menguasai 
kendaraan. 
2. Kurang Berhati-hati 
Pada tahap ini pengemudi mulai 
teledor dan tidak berhati-hati, walaupun 
belum sampai menjadi serampangan atau 
ugal-ugalan. Keteledoran atau ketidakhati-
hatian ini dapat dilihat dari sikap dan 
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peralatannya dalam kondisi yang prima. 
b) Faktor internal, yaitu penguasaan serta 
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hatian ini dapat dilihat dari sikap dan 
tindakan pengemudi itu sendiri, di  
antaranya : 
a. Faktor Eksternal 
1) Kurang mematuhi rambu-rambu serta 
peraturan lalu-lintas. 
2) Kendaraan yang belum diperiksa kondisi 
dan keadaannya. 
3) Mengendarai kendaraan di atas 
kecepatan maksimum, misalnya karena 
terburu-buru. 
b. Faktor Internal, dapat dilihat dari : 
1) Kondisi fisik yang sedang tidak prima 
(karena mengantuk, lelah) sehingga 
mengurangi konsentrasi pengemudi. 
2) Keterampilan mengemudi yang masih 
kurang terampil, misalnya mudah merasa 
gugup dan grogi, peka terhadap cahaya 
lampu mobil yang tiba-tiba, atau juga 
karena mata yang kurang awas atau 
kabur. 
3. Serampangan atau Ugal-ugalan 
Pada keadaan ini pengemudi sudah 
sangat mengabaikan segala faktor yang 
dapat mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas. 
Pengemudi sudah sangat menyadari bahwa 
keadaan tersebut sangatlah mungkin dapat 
mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas, tetapi 
walaupun demikian pelaku tersebut masih 
berharap dan berkeinginan agar jangan 
sampai terjadi kecelakaan. 
a. Faktor Eksternal, seperti : 
1) Faktor kondisi kendaraan yang kurang 
baik, seperti rem yang blong, ban yang 
gundul, lampu besar tidak hidup. Faktor-
faktor tersebut telah diketahui dan 
disadari oleh pengemudi akan akibat 
yang sangat mungkin terjadi. 
2) Meskipun demikian pengemudi juga 
lebih suka berharap agar jangan sampai 
terjadi kecelakaan lalu-lintas. 
3) Faktor alam yang tidak diketahui dan 
disadari oleh pengemudi tersebut dapat 
membahayakan jika mengendarai 
kendaraan, tetapi pengemudi tetap 
mengendarai kendaraannya mendekati 
kecepatan maksimum bahkan lebih 
karena menganggap dirinya cukup 
terampil dan berpengalaman. 
b. Faktor Internal 
1) Faktor kemampuan pengemudi yang 
kurang, baik itu disebabkan karena 
keletihan, mengantuk atau juga dapat 
dikarenakan pengetahuan serta 
keterampilan pengemudi yang kurang 
baik. Bahkan masih banyak pengemudi 
yang tidak memiliki Surat Izin 
Mengemudi (SIM), tetapi tetap saja 
nekat mengendarai kendaraan dengan 
sikap serampangan atau ugal-ugalan. 
2) Pengemudi menganggap sepele semua 
risiko yang akan dihadapinya jika ia 
tidak menaati peraturan lalu-lintas dan 
kebut-kebutan. 
Kelalaian terjadi karena ada beberapa faktor, 
di antaranya : 
a. Faktor kesadaran hukum yang kurang 
baik. 
b. Faktor pengetahuan dan keterampilan 
pengemudi dalam berkendaraan dan 
merawat kendaraan masih kurang 
memadai. 
c. Faktor pengetahuan akan peraturan lalu-
lintas yang masih kurang baik. 
d. Mengendarai kendaraan melebihi batas 
kemampuan dari si pengemudi, dalam 
hal ini pengemudi dituntut untuk dapat 
menilai kemampuan mengemudi dirinya, 
dan tidak menilai lebih dari kemampuan 
yang dimilikinya. 
 Faktor yang menyebabkan 
terjadinya kecelakaan lalu lintas di antaranya 
para pengemudi yang belum mematuhi 
sepenuhnya petunjuk rambu-rambu lalu 
lintas. Seperti supir yang menaikturunkan 
penumpang tidak pada tempatnya dengan 
melanggar rambu-rambu lalu lintas yang 
ada. Selain itu disebabkan kelalaian 
92 KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 2 September 2015
pengendara kendaraan bermotor yang 
cenderung mengendarai kendaraannya 
secara ugal-ugalan, mengemudikan 
kendaraan dengan kecepatan yang tinggi 
sehingga tidak mampu mengendalikan 
kendaraannya pada saat di mana seharusnya 
menjalankan kendaraan dengan lambat. Di 
samping itu juga keberadaan pejalan kaki 
yang tidak cermat, menyeberang jalan tidak 
melihat kiri kanan, menyeberang tidak pada 
tempat yang seharusnya dan lain sebagainya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
dapat diketahui bahwa pada dasarnya faktor 
penyebab terjadinya kecelakaan terdiri dari 
faktor eksternal dan faktor internal. Kedua 
faktor tersebut dapat muncul disebabkan 
karena dalam mengendarai terkadang 
pengendara/pengemudi tidak hati-hati, 
kurang hati-hati atau bahkan serampangan 
atau ugal-ugalan. Dari pengamatan yang 
penulis lakukan, faktor yang paling dominan 
yang memicu timbulnya kecelakaan lalu 
lintas yaitu kondisi kendaraan kurang baik, 
tingkat ketangkasan pengemudi, ugal-ugalan 
atau kebut-kebutan dan serampangan serta 
tingkat kesadaran hukum dalam mematuhi 
rambu-rambu lalu lintas. 
IV. PENUTUP 
Setelah dilakukan analisis dan 
pembahasan data serta informasi yang 
penulis dapatkan dari penelitian, maka 
sebagai penutup dari pembahasan terhadap 
permasalahan dalam penelitian ini dapat 
ditarik beberapa kesimpulan antara lain 
sebagai berikut : 
1) Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
menekan tingkat kecelakaan lalu lintas 
ternyata sudah berjalan efektif, dimana 
tingkat kecelakaan setelah disahkan dan 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan mengalami penurunan, 
begitu juga dengan tingkat bukti 
pelanggaran (Tilang). 
2) Faktor-faktor yang menghambat 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam menekan tingkat 
kecelakaan lalu lintas, antara lain 
meliputi :  
a. Kurangnya Personil;  
b. Sarana dan Prasarana; 
c. Tingkat Profesional Anggota yang 
Rendah; 
d. Dana Operasional; dan  
e. Rendahnya Kesadaran Masyarakat.  
3) Faktor penyebab terjadinya kecelakaan 
di jalan raya oleh pengemudi kendaraan 
umum dapat muncul karena adanya 
faktor eksternal dan internal. 
a. Faktor Eksternal, antara lain : 
1) Kurang mengetahui medan dan rambu-
rambu serta peraturan lalu-lintas. 
2) Kendaraan yang belum diperiksa kondisi 
dan keadaannya.  
3) Mengendarai kendaraan di atas 
kecepatan maksimum, misalnya karena 
terburu-buru. 
4) Faktor alam yang tidak diketahui dan 
disadari oleh pengemudi. 
5) Keberadaan pejalan kaki yang tidak 
cermat, menyeberang jalan tidak melihat 
kiri kanan, menyeberang tidak pada 
tempat yang seharusnya. 
b. Faktor Internal, antara lain : 
1) Faktor kemampuan pengemudi yang 
kurang, baik itu disebabkan karena 
keletihan, mengantuk atau juga dapat 
dikarenakan pengetahuan serta 
keterampilan pengemudi yang kurang 
baik.  
2) Masih banyak pengemudi yang tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), 
tetapi tetap saja nekat mengendarai 
kendaraan dengan sikap serampangan 
atau ugal-ugalan. 
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pengendara kendaraan bermotor yang 
cenderung mengendarai kendaraannya 
secara ugal-ugalan, mengemudikan 
kendaraan dengan kecepatan yang tinggi 
sehingga tidak mampu mengendalikan 
kendaraannya pada saat di mana seharusnya 
menjalankan kendaraan dengan lambat. Di 
samping itu juga keberadaan pejalan kaki 
yang tidak cermat, menyeberang jalan tidak 
melihat kiri kanan, menyeberang tidak pada 
tempat yang seharusnya dan lain sebagainya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
dapat diketahui bahwa pada dasarnya faktor 
penyebab terjadinya kecelakaan terdiri dari 
faktor eksternal dan faktor internal. Kedua 
faktor tersebut dapat muncul disebabkan 
karena dalam mengendarai terkadang 
pengendara/pengemudi tidak hati-hati, 
kurang hati-hati atau bahkan serampangan 
atau ugal-ugalan. Dari pengamatan yang 
penulis lakukan, faktor yang paling dominan 
yang memicu timbulnya kecelakaan lalu 
lintas yaitu kondisi kendaraan kurang baik, 
tingkat ketangkasan pengemudi, ugal-ugalan 
atau kebut-kebutan dan serampangan serta 
tingkat kesadaran hukum dalam mematuhi 
rambu-rambu lalu lintas. 
IV. PENUTUP 
Setelah dilakukan analisis dan 
pembahasan data serta informasi yang 
penulis dapatkan dari penelitian, maka 
sebagai penutup dari pembahasan terhadap 
permasalahan dalam penelitian ini dapat 
ditarik beberapa kesimpulan antara lain 
sebagai berikut : 
1) Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan dalam 
menekan tingkat kecelakaan lalu lintas 
ternyata sudah berjalan efektif, dimana 
tingkat kecelakaan setelah disahkan dan 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan mengalami penurunan, 
begitu juga dengan tingkat bukti 
pelanggaran (Tilang). 
2) Faktor-faktor yang menghambat 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam menekan tingkat 
kecelakaan lalu lintas, antara lain 
meliputi :  
a. Kurangnya Personil;  
b. Sarana dan Prasarana; 
c. Tingkat Profesional Anggota yang 
Rendah; 
d. Dana Operasional; dan  
e. Rendahnya Kesadaran Masyarakat.  
3) Faktor penyebab terjadinya kecelakaan 
di jalan raya oleh pengemudi kendaraan 
umum dapat muncul karena adanya 
faktor eksternal dan internal. 
a. Faktor Eksternal, antara lain : 
1) Kurang mengetahui medan dan rambu-
rambu serta peraturan lalu-lintas. 
2) Kendaraan yang belum diperiksa kondisi 
dan keadaannya.  
3) Mengendarai kendaraan di atas 
kecepatan maksimum, misalnya karena 
terburu-buru. 
4) Faktor alam yang tidak diketahui dan 
disadari oleh pengemudi. 
5) Keberadaan pejalan kaki yang tidak 
cermat, menyeberang jalan tidak melihat 
kiri kanan, menyeberang tidak pada 
tempat yang seharusnya. 
b. Faktor Internal, antara lain : 
1) Faktor kemampuan pengemudi yang 
kurang, baik itu disebabkan karena 
keletihan, mengantuk atau juga dapat 
dikarenakan pengetahuan serta 
keterampilan pengemudi yang kurang 
baik.  
2) Masih banyak pengemudi yang tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), 
tetapi tetap saja nekat mengendarai 
kendaraan dengan sikap serampangan 
atau ugal-ugalan. 
3) Supir yang menaikturunkan penumpang 
tidak pada tempatnya dengan melanggar 
rambu-rambu lalu lintas yang ada. 
4) Pengemudi menganggap sepele semua 
risiko yang akan dihadapinya jika ia 
tidak menaati peraturan lalu-lintas dan 
kebut-kebutan. 
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